












































DAFTAR  ISI 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

 

 

 

1.3.  BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA 
 

NO. NAMA  SOP NOMOR 

1. Penyusunan Konsep Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri 1.3.1 

2. Analisis Jabatan Kementerian Dalam Negeri 1.3.2 

3. Analisis Beban Kerja Kementerian Dalam Negeri 1.3.3 

4. Evaluasi Jabatan Kementerian Dalam Negeri 1.3.4 

5. Penyusunan Konsep Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Analisis Jabatan 

dan Analisis Beban Kerja 

1.3.5 

6. Evaluasi Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri 1.3.6 

7. Penyusunan Konsep Pedoman Standardisasi Tata Naskah Dinas Kemendagri 1.3.7 

8. Penyusunan Konsep Pedoman Standardisasi Pakaian Dinas 1.3.8 

9. Penyusunan Konsep Pedoman Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja 1.3.9 

10. Identifikasi Kebutuhan Standar Operasional Prosedur 1.3.10 

11. Analisis Kebutuhan Standar Operasional Prosedur 1.3.11 

12. Penyusunan Standar Operasional Prosedur 1.3.12 

13. Evaluasi Standar Operasional Prosedur 1.3.13 

14. Administrasi Layanan Tamu/Pengguna Layanan di Kemendagri 1.3.14 

15. SOP Layanan Administrasi 1.3.15 

16. Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian 

Dalam Negeri. 

1.3.16 

17. Penilaian Mandiri Pelaksanaan  Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian 

Dalam Negeri 

1.3.17 

 



 

 

 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

SEKRETARIAT JENDERAL 
 
 
 
 
 

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

 
 
 
 
 
 

PENYUSUNAN KONSEP ORGANISASI DAN TATA KERJA 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

 
 



 
1.3.1 Nomor SOP  

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
SEKRETARIAT JENDERAL 

BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA 
 

3 Oktober 2016 Tgl Pembuatan  

1 Agustus 2018       Tgl Revisi  

 Tgl Pengesahan  

Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Disahkan Oleh 

Penyusunan Konsep Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam 
Negeri 

Nama SOP 

 

Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum 

Pendidikan Minimal S-1  
 
 
 
 
 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 43 
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Dalam Negeri 
 
 
 
 
 
 
 

Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan 

1. Komputer/laptop 
2. Ptinter 
3. Sambungan Internet 
4. LCD Projector 
5. ATK 

 
 

 

1. SOP Administrasi Surat Masuk 
2. SOP Administrasi Surat Keluar 

 

Pencatatan dan Pendataan :  Peringatan : 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Uraian Prosedur 

Pelaksana Mutu Baku 
Ket 

Sekjen Karo Kabag Kasubbag JFU Kelengkapan Waktu Output 

1. Menerima masukan dari 
Komponen terkait perubahan 
organisasi dan tata kerja masing-
masing komponen di Kemendagri 
kemudian memberikan arahan 
kepada kabag  

     - Surat 

- Lembar 
disposisi 

15 menit Disposisi  

2. Menerima, menelaah dan 
memberikan arahan kepada 
kasubbag untuk menyiapkan 
konsep OTK dari masing-masing 
komponen  
 

     - Surat 

- Lembar 
disposisi 

15 menit Disposisi  

3. Menerima, menelaah, membuat 
konsep permendagri tentang OTK 
Kemendagri dan memberikan 
petunjuk kepada JFU 

     - Surat 

- Lembar 
disposisi 

15 menit - Disposisi 

- Konsep 
Permendagri 

 

4. Menerima, mengetik, memparaf 
Konsep Permendagri, konsep nota 
pengantar, konsep nota dinas  dan 
melaporkan kepada kasubbag 

     - Konsep 
Permendagri 

- Konsep Nota 
dinas 

 

1 hari - Konsep Nota 
Dinas 

- Konsep Nota 
Pengantar 

- Konsep 
Permendagri 

 

5. Menerima, memeriksa memparaf 
konsep Permendagri, konsep nota 
dinas, konsep nota pengantar dan 
melaporkan kepada kabag 

     - Konsep Nota 
Dinas 

- Konsep Nota 
Pengantar 

- Konsep 
Permendagri 

15 Menit - Konsep Nota 
Dinas 

- Konsep Nota 
Pengantar 

- Konsep 
Permendagri 

 

Mulai 

1 



Uraian Prosedur 

Pelaksana Mutu Baku 
Ket 

Sekjen Karo Kabag Kasubbag JFU Kelengkapan Waktu Output 

6. Menerima, memeriksa memparaf 
konsep permendagri, nota dinas  
menandatangani pengantar konsep 
dan melaporkan kepada karo 
 
 
 
 

     - Konsep Nota 
Dinas 

- Nota 
Pengantar 

- Konsep 
Permendagri 

10 Menit - Konsep Nota 
Dinas 

- Nota 
Pengantar 

- Konsep 
Permendagri 

 

7. Menerima memeriksa memparaf 
konsep permendagri, 
menandatangani nota dinas dan 
melaporkan kepada sekjen. 
 
 
 

     - Konsep Nota 
Dinas 

- Nota 
Pengantar 

- Konsep 
Permendagri 

10 Menit - Nota Dinas 

- Nota 
Pengantar 

- Konsep 
Permendagri 

 

8. Menerima, memeriksa konsep 
permendagri untuk dilaporkan 
kepada Menteri  

     - Nota Dinas 

- Konsep 
Permendagri 

1 hari Konsep 
Permendagri 

 

 

1 

Selesai 



 

 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

SEKRETARIAT JENDERAL 
 
 
 
 
 
 
 

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

 
 
 
 
 
 

ANALISIS JABATAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
 

 
 
 



1.3.2 Nomor SOP  

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

SEKRETARIAT JENDERAL 

BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA 
 

3 Oktober 2016 Tgl Pembuatan  

1 Agustus 2018         Tgl Revisi  

 Tgl Pengesahan  

Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Disahkan Oleh 

Analisis Jabatan Kementerian Dalam Negeri Nama SOP 
 

Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum 

Minimal S1  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang 
Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 
Pemerintah Daerah. 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri 

 

 

 

 

Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan 

1. Komputer 

2. Printer 

3. FlashDisk (USB) 

4. ATK 

5. Telepon. 
 

 

1. SOP Administrasi Surat Masuk. 

2. SOP Administrasi Surat Keluar.  

3. SOP Evaluasi Jabatan Kementerian Dalam Negeri. 

4. SOP ABK Kementeriaan Dalam Negeri.  

 

 

 

 

 

Pencatatan dan Pendataan Peringatan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uraian Prosedur 
Pelaksana Mutu Baku 

Ket 
Karo  Kabag Kasubbag 

 
JFU  

Kelengkapan Waktu Output 

1. Memberi arahan kepada kabag 

untuk melakukan analisis jabatan 

Kementerian Dalam Negeri. 

 

    - Lembar 
disposisi 

15 menit - Disposisi  

2. Menerima arahan dan memberi 

petunjuk kepada kasubbag dan JFU 

 

    - Lembar 
disposisi 

20 menit - Disposisi  

3. Menerima, membuat konsep  

instrumen bersama JFU dan 

melaporkan kepada Kabag 

    - Lembar 
disposisi 

1 jam - Disposisi 

- Konsep 
instrumen 
Anjab 

 

4. Membahas konsep instrumen dan 

melaporkan kepada Karo 

 

    - Konsep 
instrumen 
Anjab 

120 menit - Konsep 
instrumen 
Anjab 

 

5. Menerima, memeriksa, menelaah, 

menyetujui dan memberi arahan 

kepada Kabag untuk tindak lanjut 

    - Lembar 
disposisi 

- Konsep 
Instrumen 
Anjab 

10 menit - Disposisi 

- Instrumen 
Anjab 

 

6. Menerima arahan dan memberikan 

petunjuk kepada kasubbag 

 

    - Lembar 
Disposisi 

- Instrumen 
Anjab 

5 menit - Disposisi 

- Instrumen 
Anjab 

 

7. Menerima, membahas dan 

membuat draft analisis jabatan 

berdasarkan instrumen bersama 

JFU serta melaporkan kepada 

Kabag 

 

    - Lembar 
disposisi 

- Instrumen 
Anjab 

120 menit - Disposisi 

- Draft hasil 
analisis 
jabatan 

 

mulai 

1 



 

 

Uraian Prosedur 
Pelaksana Mutu Baku 

Ket 
Karo  Kabag Kasubbag 

 
JFU  

Kelengkapan Waktu Output 

8. Menerima, memeriksa, menelaah 

draft hasil analisis jabatan dan 

melaporkan kepada Karo 

 

 

    - Draft hasil 
analisis jabatan 

10 menit - Draft hasil 
analisis 
jabatan 

 

9. Menerima, memeriksa, menyetujui 
dan memberi arahan kepada kabag 
untuk proses lanjutan analisis 
jabatan 
 

 

    - Draft hasil 
analisis jabatan 

10 menit - Hasil 
analisis 
jabatan 

 

 
 
 

 

selesai 

1 



 

 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

SEKRETARIAT JENDERAL 
 
 

 
 
 
 
 

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

 
 
 
 

 

 

ANALISIS BEBAN KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
 

 



 

1.3.3 Nomor SOP  

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

SEKRETARIAT JENDERAL 

BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA 
 

3 Agustus 2016 Tgl Pembuatan  

1 Agustus 2018      Tgl Revisi  

 Tgl Pengesahan  

Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Disahkan Oleh 

Analisis Beban Kerja Kementerian Dalam Negeri Nama SOP 
 

Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum 

Minimal S1  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Analisis Beban Kerja  di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri 
dan Pemerintah Daerah. 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. 

 

 

 

 

Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan 

1. Komputer 

2. Printer 

3. FlashDisk (USB) 

4. ATK 

5. Telepon. 
 

 

1. SOP Administrasi Surat Masuk. 

2. SOP Administrasi Surat Keluar.  

3. SOP Anjab Kementerian Dalam Negeri  

4. SOP Evaluasi Jabatan Kementerian Dalam Negeri. 

 

 

 

 

 

Pencatatan dan Pendataan Peringatan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Uraian Prosedur 
Pelaksana Mutu Baku 

Ket 
Karo  Kabag Kasubbag 

 
JFU  

Kelengkapan Waktu Output 

1. Memberi arahan kepada kabag 

untuk melakukan analisis beban 

kerja. 

    - Lembar 
disposisi 

15 menit - Disposisi  

2. Menerima arahan dan memberi 

petunjuk kepada kasubbag dan JFU 

 

    - Lembar 
disposisi 

25 menit - Disposisi  

3. Menerima, membuat konsep  

instrument ABK Kemendagri 

bersama JFU dan melaporkan 

kepada Kabag 

    - Lembar 
disposisi 

30 menit - Disposisi 

- Konsep 
instrumen 
ABK 

 

4. Menerima, memeriksa, menelaah 

dan membahas konsep instrumen 

ABK Kemendagri dan melaporkan 

kepada Karo 

    - Konsep 
instrumen 
ABK 

1 jam - Konsep 
instrumen 
ABK 

 

5. Menerima, memeriksa,  menyetujui 

dan memberi arahan kepada Kabag 

untuk tindak lanjut 

    - Lembar 
disposisi 

- Konsep 
Instrumen 
ABK 

10 menit - Disposisi 

- Instrumen 
ABK 

 

6. Menerima arahan dan memberikan 

petunjuk kepada kasubbag 

 

    - Lembar 
Disposisi 

- Instrumen 
ABK 

5 menit - Disposisi 

- Instrumen 
ABK 

 

7. Menerima, membahas dan 

membuat draft analisis beban kerja 

berdasarkan instrumen bersama 

JFU serta melaporkan kepada 

Kabag 

 

    - Lembar 
disposisi 

- Instrumen 
ABK 

10 hari - Disposisi 

- Draft hasil 
analisis 
beban kerja 

 

mulai 

1 



 

 

Uraian Prosedur 

Pelaksana Mutu Baku 

Ket 
Karo  Kabag Kasubbag 

 
JFU  

Kelengkapan Waktu Output 

8. Menerima, memeriksa, menelaah 

draft hasil analisis beban kerja dan 

melaporkan kepada Karo 

 

 

    - Draft hasil 
analisis beba 
kerja 

1 jam - Draft hasil 
analisis 
beban kerja 

 

9. Menerima, memeriksa, menyetujui 
dan memberi arahan kepada kabag 
untuk melakukan analisis beban 
kerja. 

 

    - Draft hasil 
analisis beban 
kerja 

10 menit - Hasil 
analisis 
beban kerja 

 

 

 

 

selesai 

1 



 

 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

SEKRETARIAT JENDERAL 
 
 
 
 
 
 
 

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

 
 
 
 

 

EVALUASI JABATAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
 

 
 



 

1.3.4 Nomor SOP  

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

SEKRETARIAT JENDERAL 

BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA 
 

3  Oktober 2016 Tgl Pembuatan  

1 Agustus 2018     Tgl Revisi  

 Tgl Pengesahan  

Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Disahkan Oleh 

Evaluasi Jabatan Kementerian Dalam Negeri Nama SOP 
 

Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum 

Minimal S1  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang 
Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 
Pemerintah Daerah. 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. 

 

 

 

 

Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan 

1. Komputer 

2. Printer 

3. FlashDisk (USB) 

4. ATK 

5. Telepon. 
 
 
 

 

1. SOP Administrasi Surat Masuk. 

2. SOP Administrasi Surat Keluar. 

3. SOP Analisis Beban Kerja. 

4. SOP Analisis Jabatan. 

 

Pencatatan dan Pendataan Peringatan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uraian Prosedur 
Pelaksana Mutu Baku 

Ket 
Karo  Kabag Kasubbag 

 

JFU  Kelengkapan Waktu Output 

1. Memberi arahan kepada kabag 
untuk melakukan Evaluasi Jabatan 
Kementerian Dalam Negeri. 

    - Lembar 
disposisi 

15 menit - Disposisi  

2. Menerima arahan dan memberi 
petunjuk kepada kasubbag dan JFU 
untuk menyiapkan pelaksanakan 
Evaluasi Jabatan Kementerian 
Dalam Negeri 

    - Lembar 
disposisi 

30 menit - Disposisi  

3. Menerima, membuat konsep 
Evaluasi Jabatan Kementerian 
Dalam Negeri bersama JFU dan 
melaporkan kepada Kabag 

    - Lembar 
disposisi 

1 hari - Disposisi 

- Konsep 
instrumen 
Anjab 

 

4. Membahas konsep pelaksanakan 
Evaluasi Jabatan Kementerian 
Dalam Negeri bersama JFU dan 
melaporkan kepada Karo 

 

    - Konsep 
instrumen 
Anjab 

2 jam - Konsep 
instrumen 
Anjab 

 

5. Menerima, memeriksa,  menyetujui 
dan memberi arahan kepada Kabag 
untuk tindak lanjut pelaksanakan 
Evaluasi Jabatan Kementerian 
Dalam Negeri. 

    - Lembar 
disposisi 

- Konsep 
Instrumen 
Anjab 

20 menit - Disposisi 

- Instrumen 
Anjab 

 

6. Menerima arahan dan memberikan 
petunjuk kepada kasubbag untuk 
melaksanakan Evaluasi Jabatan 
Kementerian Dalam Negeri 

    - Lembar 
Disposisi 

- Instrumen 
Anjab 

10 menit - Disposisi 

- Instrumen 
Anjab 

 

7. Menerima, membahas dan 
membuat draft Evaluasi Jabatan 
berdasarkan instrumen bersama 
JFU serta melaporkan kepada 
Kabag 

    - Lembar 
disposisi 

- Instrumen 
Anjab 

5 hari - Disposisi 

- Draft hasil 
analisis 
jabatan 

 

mulai 

1 



 

 

Uraian Prosedur 
Pelaksana Mutu Baku 

Ket 
Karo  Kabag Kasubbag 

 

JFU  Kelengkapan Waktu Output 

8. Menerima, memeriksa, menelaah 
draft hasil Evaluasi Jabatan 
Kementerian Dalam Negeri dan 
melaporkan kepada Karo 

 

    - Draft hasil 
analisis 
jabatan 

30 menit - Draft hasil 
analisis 
jabatan 

 

9. Menerima, memeriksa, menyetujui 
dan memberi arahan kepada kabag 
untuk melakukan Evaluasi Jabatan 
Kementerian Dalam Negeri. 
 

 

    - Draft hasil 
analisis 
jabatan 

10 menit - Hasil 
analisis 
jabatan 

 

 

 

 

 

selesai 

1 



 

 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

SEKRETARIAT JENDERAL 

 

 

 

 

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

 

 

 

 PENYUSUNAN KONSEP PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS 
PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN  

DAN ANALISIS BEBAN KERJA  



 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

SEKRETARIAT JENDERAL 
BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA 

 

Nomor SOP 1.3.5 

Tgl Pembuatan 3 Oktober 2016 

Tgl Revisi 1 Agustus 2018       

Tgl Pengesahan  

Disahkan Oleh Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana 

Nama SOP Penyusunan Konsep Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan 
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 

DasarHukum KualifikasiPelaksanaan 

1. Permendagri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis 
Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan 
Pemerintah Daerah 

2. Permendagri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di 
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. 

 
 
 

Minimal Sarjana Strata 1 
 

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan 

1. SOP Administrasi Surat Masuk  
2. SOP Administrasi Surat Keluar 
3. SOP Analisis Beban Kerja Kementerian Dalam Negeri. 
4. SOP Analisisi Jabatan Kementerian Dalam Negeri. 
5. SOP Evaluasi Jabatan Kementerian Dalam Negeri. 
 

1. Laptop 
2. Printer 
3. ATK 
4. Scanner 
5. MesinFotocopy 

 

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



UraianProsedur 
Pelaksana MutuBaku 

Ket 
Karo Kabag Kasubbag JFU Kelengkapan Waktu Output 

1. Mencari dan mengumpulkan 
bahan untuk penyusunan konsep 
Pedoman dan Petunjuk Teknis 
tentang Pelaksanaan Analisis 
Jabatan dan Analisis Beban 
Kerjadan dan melaporkan 
kepada Kasubbag 
 

    Bahan Analisis 
Jabatan dan 
Analisis 
BebanKerja 

2 hari Bahan 

Analisis 

Jabatan dan 

Analisis 

BebanKerja 

 

2. Menerima, menelaah bahan 
dalam penyusunan konsep 
Pedoman dan Petunjuk Teknis 
tentang Pelaksanaan Analisis 
Jabatan dan Analisis Beban 
Kerja sebagai bahan 
pembahasan. 

    Bahan Analisis 

Jabatan dan 

Analisis 

BebanKerja 

1 hari Bahan 

Analisis 

Jabatan dan 

Analisis 

Beban Kerja 

 

 

 

3. Mengadakan rapat pembahasan 
bersama Kasubbag dan JFU 
mengenai  penyusunan Konsep 
Pedoman dan Petunjuk Teknis 
Pelaksanaan Analisis Jabatan 
dan Analisis Beban Kerja 
 

    Bahan Analisis 

Jabatan dan 

Analisis Beban 

Kerja 

1 hari Bahan 
Analisis 
Jabatan dan 
Analisis 
Beban Kerja 

 

 

 

 

4. Menerima, memeriksa konsep 
Juknis hasil rapat mengenai 
Penyusunan Konsep Pedoman 
dan Petunjuk Teknis tentang 
Pelaksanaan Analisis Jabatan 
dan Analisis Beban Kerja dan 
melapor kepada Karo  
 

 
 

 

    Konsep 
Pedoman 
tentang 
Petunjuk Teknis 
Pelaksanaan 
Analisis Jabatan 
dan Analisis 
Beban Kerja 

1 hari Konsep 

Pedoman 

tentang juknis 

Pelaksanaan 

Analisis 

Jabatan dan 

Analisis 

Beban Kerja 

 

Mulai 

A 

1 

B 

A 

B 



UraianProsedur 
Pelaksana MutuBaku 

Ket 
Karo Kabag Kasubbag JFU Kelengkapan Waktu Output 

5. Menerima dan menelaah 
Penyusunan Konsep Pedoman 
tentang Petunjuk Teknis 
Pelaksanaan Analisis Jabatan 
dan Analisis Beban Kerja 

  

 

 

  Konsep 
Pedoman 
tentang 
Petunjuk Teknis 
Pelaksanaan 
Analisis Jabatan 
dan Analisis 
Beban Kerja 

1 hari Konsep 

Pedoman 

tentang 

Petunjuk 

Teknis 

Pelaksanaan 

Analisis 

Jabatan dan 

Analisis Beban 

Kerja 

 

 

 

Selesai 

1 



 

 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

SEKRETARIAT JENDERAL 

 

 

 

 

 

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

 

 

 

 EVALUASI PELAKSANAAN BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN  

KEMENTERIAN DALAM NEGERI  



 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

SEKRETARIAT JENDERAL 
BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA 

 

Nomor SOP 1.3.6 

Tgl Pembuatan 3 Oktober 2016 

Tgl Revisi 1 Agustus 2018      

Tgl Pengesahan  

Disahkan Oleh Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana 

Nama SOP Evaluasi Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri 

DasarHukum KualifikasiPelaksanaan 

 
1. Permendagri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis 

Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan 
Pemerintah Daerah. 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri 
 

 
Minimal Sarjana Strata 1 
 

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan 

1. SOP Administrasi Surat Masuk  
2. SOP Administrasi Surat Keluar 
3. SOP Analisis Beban Kerja Kemendagri. 
4. SOP Analisis Jabatan Kemendagri. 
5. SOP Evaluasi Jabatan Kemendagri. 

1. Laptop 
2. Printer 
3. ATK 
4. Scanner 
5. Mesin Fotocopy 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Uraian Prosedur 
Pelaksana Mutu Baku 

Ket 
Karo Kabag Kasubbag JFU Kelengkapan Waktu Output 

1. Menerima hasil analisis beban kerja dari 
komponen dan memberi arajan/disposisi 
kepada Kepala Bagian.  
 

     - Surat 
- Hasil Analisis 

Beban Kerja 

15 menit - Hasil Analisis 
Beban Kerja 
 
 

 

2. Menerima dan menelaah hasil analisis 
beban kerja dari komponen dan memberi 
petunjuk kepada Kepala Sub Bagian dan 
JFU untuk dievaluasi 
 

    - Surat 
- Hasil Analisis 

Beban Kerja 
- Disposisi 

15 menit - Disposisi 
 
 

 

3. Menerima dan menelaah hasil analisis 
beban kerja dari komponen dan bersama 
JFU untuk melakukan evaluasi dan 
melaporkan kepada Kepala Bagian 
 

    - Surat 
- Hasil Analisis 

Beban Kerja 
- Disposisi 

1 hari - Disposisi  

4. Menerima, menelaah, dan mempelajari 
hasil analisis beban kerja yang telah 
dievaluasi 
 

    - Hasil Analisis 
Beban Kerja 

 

30 menit - Hasil Evaluasi 
Analisis  
Beban Kerja 
Komponen 

 

 

Selesai 

Mulai 



 

 
 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

SEKRETARIAT JENDERAL 
 
 
 
 
 

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

 
 
 
 
 

PENYUSUNAN KONSEP PEDOMAN STANDARDISASI 
TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

 
 
 
 



 
 

1.3.7 Nomor SOP  

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
SEKRETARIAT JENDERAL 

BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA 
 

4 Oktober 2016 Tgl Pembuatan  

1 Agustus 2018     Tgl Revisi  

 Tgl Pengesahan  

Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Disahkan Oleh 

Penyusunan Konsep Pedoman Standardisasi Tata Naskah Dinas 
Kemendagri 

Nama SOP 

 

Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum 

Minimal S1  
 
 
 
 
 
 

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 
tentang Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam 
Negeri dan Pemerintah Daerah. 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2003 
tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan 
Departemen Dalam Negeri. 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 43 
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Dalam Negeri. 

 

Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan 

1. Komputer 

2. Printer 

3. ATK 
 

1. SOP Administrasi Surat Masuk. 

2. SOP Administrasi Surat Keluar 
3. SOP Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan. 
4. SOP Informasi Peraturan Perundang-undangan. 
5. SOP Pengundangan Permendagri 
6. SOP Autentifikasi  Permendagri 
 
 

Pencatatan dan Pendataan Peringatan 

1. Dalam proses finalisasi konsep harus dilakukan paraf koordinasi tingkat eselon II dan I. 

 

1. Harus dikonsultasikan dengan Biro Hukum. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uraian Prosedur 
Pelaksana Mutu Baku 

Ket 
Sekjen Karo  Kabag Kasubbag 

 

JFU  Kelengkapan Waktu Output 

1. Memberi arahan kepada 
kabag untuk menyusun 
konsep pedoman  
standardisasi TND 
Kemendagri 

     Lembar 
disposisi 

15menit Lembar 
disposisi 

 

2. Menerima dan memberi 
arahan kepada kasubbag  
 
 
 

     Lembar 
disposisi 

10 menit Lembar 
disposisi 

 

3. Menerima, menyiapkan 
konsep pedoman 
standardisasi TND 
Kemendagri bersama JFU 
dan melaporkan kepada 
Kabag 

     - lembar 
disposisi 

- peraturan 
perundang-
undangan 

- KBBI 

3 bulan - Konsep 

- Nota dinas 

- Nota 
pengajuan 
konsep 

 

4. Menerima, memeriksa, 
memaraf Mempelajari dan 
melaporkan konsep kepada 
Karo  

     - Konsep 

- Nota dinas 

Nota 
pengajuan 
konsep  

1 minggu - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

- Nota 
pengajuan 
konsep 

 

5. Menerima, memeriksa, 
memaraf dan melaporkan 
konsep kepada Sekjen 

  

     - Konsep 

- Nota dinas 

1 hari - Konsep 

- Nota dinas 

 

6. Menerima, menelaah dan 
memberi arahan kepada Karo 
untuk ditindaklanjuti. 
  
 
 
 

     - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

1 hari - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

 

 

 

mulai 

1 



 

Uraian Prosedur 

Pelaksana Mutu Baku 

Ket 
Sekjen Karo  Kabag Kasubbag 

 
Staf Kelengkapan Waktu Output 

7. Memberi arahan kepada 
Kabag untuk menyiapkan 
rapat pertemuan guna 
membahas konsep bersama 
komponen 
 

     - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

15 menit - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

 

 

8. Menerima dan melaksanakan 
arahan serta memberi arahan 
kepada kasubbag dan JFU 
untuk mempersiapkan 
pelaksanaan rapat. 
 
 

     - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

15 menit - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

 

 

9. Membahas konsep pedoman 
standardisasi TND 
Kemendagri bersama 
komponen dan Biro/Pusat. 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

- Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

1 hari - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

 

 

10. Menyempurnakan hasil 
pembahasan konsep 
pedoman standardisasi TND 
Kemendagri bersama 
kasubbag dan staf dan 
melaporkannya kepada Karo 
 

     - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

1 hari - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

 

 

11. Menerima konsep pedoman 
standardisasi TND 
Kemendagri dan 
memerintahkan kabag untuk 
dilakukan rapat finalisasi. 
 
 

     - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

15 menit - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

 

 

1 

B 

B 

2 

A 

A 



 
 

Uraian Prosedur 

Pelaksana Mutu Baku 

Ket 
Sekjen Karo Kabag Kasubbag 

 
JFU 

Kelengkapan Waktu Output 

12. Menerima,  melaksanakan 
perintah dan memberi arahan 
kepada kasubbag dan JFU 
untuk mempersiapkan 
pelaksanaan rapat Finalisasi . 
 

 

 

  

 

 

 - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

10 menit - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

 
 

13. Membahas Rancangan Final 
pedoman standardisasi TND 
Kemendagri bersama 
komponen dan Biro/Pusat. 
 
 
 
 
 

 

 

  

 - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

1 hari - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

  

14. Menyempurnakan hasil 
pembahasan final konsep 
pedoman standardisasi TND 
Kemendagri bersama 
kasubbag dan staf dan 
melaporkannya kepada Karo 
 

 

  

 

 - Konsep 

- Nota dinas 

1 hari - Konsep Final 

- Nota dinas 

 

 

15. Menerima rancangan Final 
pedoman standardisasi TND 
Kemendagri dan mengajukan 
net konsep ke sekjen untuk 
paraf koordinasi ke Biro 
Hukum. 
 
  
 
 

     - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

20 menit - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

 

 

2 

C 

D 

C 

2 

D 



 

Uraian Prosedur 
Pelaksana Mutu Baku 

Ket 
Sekjen Karo  Kabag Kasubbag 

 
JFU 

Kelengkapan Waktu Output 

16. Menerima, memeriksa  
rancangan pedoman 
standardisasi TND 
Kemendagri hasil rapat final 
untuk diteruskan ke Biro 
Hukum untuk paraf Koordinas. 
 
 

     - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

30 menit - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

 

 

17. Menerima rancangan 
pedoman standardisasi TND 
yang telah diparaf karo Hukum 
dan melapor kepada Sekjen 
untuk diteruskan ke Menteri 
untuk tandatangan 
 
 

     - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

20 menit - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

 

 

18. Menerima dan memeriksa  
rancangan pedoman 
standardisasi TND yang telah 
diparaf Karo Hukum 
selanjutnya diteruskan ke 
Menteri untuk tandatangan 
 
 
 

     - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

20 menit - Konsep 
Rancangan 
Final 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

E 

E 

selesai 



 
 

 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

SEKRETARIAT JENDERAL 
 
 

 
 
 

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

 
 
 
 
 

Penyusunan Konsep Pedoman Standardisasi Pakaian Dinas 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.3.3.2 Nomor SOP  

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

SEKRETARIAT JENDERAL 

BIRO ORGANISASI 
 

13 Juli 2011 Tgl Pembuatan  

11 Oktober 2016 Tgl Revisi  

 Tgl Pengesahan  

Kepala Biro Organisasi  dan Tatalaksana Disahkan Oleh 

Penyusunan Konsep Pedoman Standardisasi Pakaian Dinas Nama SOP 
 

Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum 

1. Minimal S1 hukum  

2. Menguasai legal drafting 

3. Menguasai aplikasi office 
 
 
 
 
 
 
 

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, 
Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2005 
tentang Kearsipan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri. 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2009 
tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan 
Departemen Dalam Negeri. 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam 
Negeri. 

Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan 

1. Komputer 

2. Printer 

3. ATK 
 

1. SOP Administrasi  Surat Masuk. 

2. SOP Administrasi  Surat Keluar 

3. SOP rapat pembahasan 

 

 

 

 

 

Pencatatan dan Pendataan Peringatan 

 1.  Harus ada paraf koordinasi  dengan Biro Hukum. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uraian Prosedur 
Pelaksana Mutu Baku 

Ket 
Sekjen Karo  Kabag Kasubbag 

 
Staf/JFU  

 
Komponen 

 
Karo Hukum 

Kelengkapan Waktu Output 

1. Sesuai dengan arahan 
Sekjen, Karo 
mendisposisi dan 
memberi petunjuk 
untuk menyusun 
konsep pedoman 
standardisasi pakaian 
dinas 

       Lembar 
disposisi 

1 hari Lembar 
disposisi 

 

2. Mendisposisi dan 
memberi petunjuk 
kepada kasubbag 
untuk ditindaklanjuti 

       Lembar 
disposisi 

1 hari Lembar 
disposisi 

 

3. Menyiapkan konsep 
pedoman 
standardisasi pakaian 
dinas bersama 
staf/JFU 

       - lembar 
disposisi 

- peraturan 
perundang-
undangan 

- KBBI 

3 bulan - Konsep 

- Nota dinas 

- Nota 
pengajuan 
konsep 

 

4. Mempelajari dan 
melaporkan konsep 
kepada Karo  

 

 

       - Konsep 

- Nota dinas 

Nota 
pengajuan 
konsep  

1 
minggu 

- Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

- Nota 
pengajuan 
konsep 

 

5. Mempelajari dan 
melaporkan konsep 
kepada Sekjen 

 

       - Konsep 

- Nota dinas 

3 hari - Konsep 

- Nota dinas 

 

6. Menelaah dan 
memberi arahan 
kepada Karo untuk 
ditindaklanjuti. 
 
 

       - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

1 hari - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

 

 

 

mulai 

1 



Uraian Prosedur 
Pelaksana Mutu Baku 

Ket 
Sekjen Karo Orgs Kabag Kasubbag 

 
Staf 

 
Komponen 

 
Karo 

Hukum 
Kelengkapan Waktu Output 

 

7. Memberi petunjuk 
kepada Kabag untuk 
menyiapkan rapat 
pertemuan guna 
membahas konsep 
bersama komponen 

       - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

1 hari - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

 

 

8. Membahas konsep 
pedoman standardisasi 
pakaian dinas bersama 
Eselon II terkait 
 

       - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

1 hari - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

 

 

9. Menyempurnakan hasil 
pembahasan konsep 
pedoman standardisasi 
pakaian dinas bersama 
kasubbag dan staf dan 
melaporkannya kepada 
Karo 

       - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

1 hari - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

 

 

10. Membahas konsep 
pedoman standardisasi 
pakaian dinas bersama 
Eselon I terkait dan 
memberi arahan kepada 
Karo untuk tindaklanjut  

       - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

1 hari - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

 

 

11. Finalisasi hasil 
pembahasan konsep 
pedoman standardisasi 
pakaian dinas dan 
dikonsultasikan ke Biro 
Hukum dan diparaf 
koordinasi 

       - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

1 hari - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

 

 

 
 
 
 

1 

2 



Uraian Prosedur 
Pelaksana Mutu Baku 

Ket 
Sekjen Karo Orgs Kabag Kasubbag 

 
JFU 

 
Komponen 

 
Karo 

Hukum 
Kelengkapan Waktu Output 

 

12. Mengajukan net konsep 
ke sekjen untuk paraf 
koordinasi 
 
 
 
 

       - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

1 hari - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

 

 

13. Mengajukan net konsep 
ke menteri untuk tanda 
tangan 
 
 
 
 
 
 

       - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

1 hari - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

selesai 

2 



SEKRETARIAT JENDERAL 
 
 

 
 
 

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

 
 
 
 
 

Penyusunan Konsep Pedoman Standardisasi  
Sarana dan Prasarana Kerja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3.3.3 Nomor SOP  

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

SEKRETARIAT JENDERAL 

BIRO ORGANISASI 
 

13 Juli 2011 Tgl Pembuatan  

 Tgl Revisi  

 Tgl Pengesahan  

Kepala Biro Organisasi Disahkan Oleh 

Penyusunan Konsep Pedoman Standardisasi Sarana dan 
Prasarana Kerja 

Nama SOP 

 

Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum 

1. Minimal S1 hukum 

2. Menguasai legal drafting 

3. Menguasai aplikasi office 
 
 
 
 
 
 
 

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, 
Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2005 
tentang Kearsipan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri. 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2009 
tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan 
Departemen Dalam Negeri. 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam 
Negeri. 

Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan 

1. Komputer 

2. Printer 

3. ATK 
 

1. SOP rapat pembahasan 

2. SOP Monev 

3. SOP administrasi surat masuk keluar 

4. SOP Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan. 

5. SOP Informasi Peraturan Perundang-undangan. 

6. SOP Pengundangan Permendagri 

7. SOP Autentifikasi  Permendagri 
 

Pencatatan dan Pendataan Peringatan 

1.  Dalam proses finalisasi konsep harus dilakukan paraf koordinasi tingkat eselon II dan I. 

 

1.  Harus dikonsultasikan dengan Biro Hukum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uraian Prosedur 
Pelaksana Mutu Baku 

Ket 
Sekjen Karo Orgs Kabag Kasubbag 

 
Staf/JFU  

 
Komponen 

 
Karo Hukum Kelengkapan Waktu Output 

 

1 Sesuai dengan arahan 
Sekjen, Karo 
mendisposisi dan 
memberi petunjuk 
untuk menyusun 
konsep pedoman 
standardisasi Sarana 
dan Prasarana Kerja 

       Lembar 
disposisi 

1 hari Lembar 
disposisi 

 

2 Mendisposisi dan 
memberi petunjuk 
kepada kasubbag 
untuk ditindaklanjuti 

       Lembar 
disposisi 

1 hari Lembar 
disposisi 

 

3 Menyiapkan konsep 
pedoman 
standardisasi sarana 
dan prasarana kerja 
bersama staf/JFU 

       - lembar 
disposisi 

- peraturan 
perundang-
undangan 

- KBBI 

3 bulan - Konsep 

- Nota dinas 

- Nota 
pengajuan 
konsep 

 

4 Mempelajari dan 
melaporkan konsep 
kepada Karo  

 

 

       - Konsep 

- Nota dinas 

Nota 
pengajuan 
konsep  

1 
minggu 

- Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

- Nota 
pengajuan 
konsep 

 

5 Mempelajari dan 
melaporkan konsep 
kepada Sekjen 

 

       - Konsep 

- Nota dinas 

3 hari - Konsep 

- Nota dinas 

 

6 Menelaah dan 
memberi arahan 
kepada Karo untuk 
ditindaklanjuti. 
  
 
 

       - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

1 hari - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

 

mulai 

1 



Uraian Prosedur 
Pelaksana Mutu Baku 

Ket 
Sekjen Karo Orgs Kabag Kasubbag 

 
Staf 

 
Komponen 

 
Karo 

Hukum 
Kelengkapan Waktu Output 

 

7 Memberi petunjuk 
kepada Kabag untuk 
menyiapkan rapat 
pertemuan guna 
membahas konsep 
bersama komponen 

       - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

1 hari - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

 

 

8 Membahas konsep 
pedoman standardisasi 
sarana dan prasarana 
kerja bersama Eselon II 
terkait 
 

       - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

1 hari - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

 

 

9 Menyempurnakan hasil 
pembahasan konsep 
pedoman standardisasi 
sarana dan prasarana 
kerja bersama 
kasubbag dan staf dan 
melaporkannya kepada 
Karo 

       - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

1 hari - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

 

 

10 Membahas konsep 
pedoman standardisasi 
sarana dan prasarana 
kerja bersama Eselon I 
terkait dan memberi 
arahan kepada Karo 
untuk tindaklanjut  

       - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

1 hari - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

 

 

11 Finalisasi hasil 
pembahasan konsep 
pedoman standardisasi 
sarana dan prasarana 
kerja dan 
dikonsultasikan ke Biro 
Hukum dan diparaf 
koordinasi 

       - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

1 hari - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

 

1 

2 



 
 

Uraian Prosedur 
Pelaksana Mutu Baku 

Ket 
Sekjen Karo Orgs Kabag Kasubbag 

 
JFU 

 
Komponen 

 
Karo 

Hukum 
Kelengkapan Waktu Output 

 

12 Mengajukan net konsep 
ke sekjen untuk paraf 
koordinasi 
 
 
 
 

       - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

1 hari - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

 

 

13 Mengajukan net konsep 
ke menteri untuk tanda 
tangan 
 
 
 
 
 
 

       - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

1 hari - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

selesai 

2 



 

 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

SEKRETARIAT JENDERAL 
 
 

 
 
 

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

 
 
 
 
 
 

PENYUSUNAN KONSEP PEDOMAN STANDARDISASI  
PAKAIAN DINAS 

 
 
 
 
 



 
 
 

1.3.8 Nomor SOP  

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
SEKRETARIAT JENDERAL 

BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA 
 

4 Oktober 2016 Tgl Pembuatan  

1 Agustus 2018 Tgl Revisi  

 Tgl Pengesahan  

Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Disahkan Oleh 

Penyusunan Konsep Pedoman Standardisasi Pakaian Dinas Nama SOP 
 

Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum 

Minimal S1  
 
 
 
 
 
 

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan. 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, 
Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata 
Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah 
Daerah. 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 tentang 
Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian  Dalam Negeri. 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Kedua atas Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. 

 

Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan 

1. Komputer 

2. Printer 

3. ATK 
 

1. SOP Administrasi Surat Masuk. 

2. SOP Administrasi Surat Keluar 

 

 

 

 

 

 

Pencatatan dan Pendataan Peringatan 

1. Dalam proses finalisasi konsep harus dilakukan paraf koordinasi tingkat eselon II dan I. 

 

1.  Harus dikonsultasikan dengan Biro Hukum. 

 

 

 

 

 

 



 

Uraian Prosedur 
Pelaksana Mutu Baku 

Ket 
Sekjen Karo  Kabag Kasubbag 

 

JFU  Kelengkapan Waktu Output 

1. Memberi arahan kepada 
kabag untuk menyusun 
konsep pedoman  
standardisasi Pakaian Dinas 
PNS Kemendagri 

 

     Lembar 
disposisi 

15menit Lembar 
disposisi 

 

2. Menerima dan memberi 
arahan kepada kasubbag  
 
 
 

     Lembar 
disposisi 

10 menit Lembar 
disposisi 

 

3. Menerima arahan dan 
bersama JFU  menyiapkan 
konsep pedoman 
standardisasi Pakaian Dinas 
PNS Kemendagri dan 
melaporkan kepada Kabag 
  
 

     - lembar 
disposisi 

- peraturan 
perundang-
undangan 

- KBBI 

3 bulan - Konsep 

- Nota dinas 

- Nota 
pengajuan 
konsep 

 

4. Menerima, memeriksa, 
memaraf Mempelajari dan 
melaporkan konsep kepada 
Karo  

     - Konsep 

- Nota dinas 

Nota 
pengajuan 
konsep  

1 minggu - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

- Nota 
pengajuan 
konsep 

 

5. Menerima, memeriksa, 
memaraf dan Memberi 
arahan kepada Kabag untuk 
menyiapkan rapat 
pertemuan guna membahas 
konsep bersama komponen 

  

 

 

     - Konsep 

- Nota dinas 

1 hari - Konsep 

- Nota dinas 

 

mulai 

1 



Uraian Prosedur 
Pelaksana Mutu Baku 

Ket 
Sekjen Karo  Kabag Kasubbag 

 

JFU  Kelengkapan Waktu Output 

6. Menerima dan 
melaksanakan arahan serta 
memberi arahan kepada 
kasubbag dan JFU untuk 
mempersiapkan 
pelaksanaan rapat. 
 
 
 

      - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

1 hari - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

 

 

7. Membahas konsep pedoman 
standardisasi Pakaian Dinas 
PNS  Kemendagri bersama 
komponen dan Biro/Pusat. 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

- Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

1 hari - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

 

 

8. Menyempurnakan hasil 
pembahasan konsep 
pedoman standardisasi 
Pakaian Dinas PNS 
Kemendagri bersama 
kasubbag dan staf dan 
melaporkannya kepada Karo 
 
 

     - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

1 hari - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

 

 

9. Menerima konsep pedoman 
standardisasi TND 
Kemendagri dan 
memerintahkan kabag untuk 
dilakukan rapat finalisasi. 
 
 
 
 

     - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

15 menit - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

 

 

B 

B 

2 

A 

A 

1 



 

Uraian Prosedur 

Pelaksana Mutu Baku 

Ket 
Sekjen Karo Kabag Kasubbag 

 
JFU 

Kelengkapan Waktu Output 

10. Menerima,  melaksanakan 
perintah dan memberi arahan 
kepada kasubbag dan JFU 
untuk mempersiapkan 
pelaksanaan rapat Finalisasi . 
 

 

 

  

 

 

 - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

10 menit - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

 
 

11. Membahas Rancangan Final 
pedoman standardisasi 
Pakaian Dinas PNS 
Kemendagri bersama 
komponen dan Biro/Pusat. 
 
 
 
 

 

 

  

 - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

1 hari - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

  

12. Menyempurnakan hasil 
pembahasan final konsep 
pedoman standardisasi 
Pakaian Dinas PNS 
Kemendagri bersama 
kasubbag dan staf dan 
melaporkannya kepada Karo 
 

 

  

 

 - Konsep 

- Nota dinas 

1 hari - Konsep Final 

- Nota dinas 

 

 

13. Menerima rancangan Final 
pedoman standardisasi 
Pakaian Dinas PNS 
Kemendagri dan mengajukan 
net konsep ke sekjen untuk 
paraf koordinasi ke Biro 
Hukum. 
 
  
 

     - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

20 menit - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

 

 

2 

C 

D 

C 

3 

D 



 

Uraian Prosedur 
Pelaksana Mutu Baku 

Ket 
Sekjen Karo  Kabag Kasubbag 

 
JFU 

Kelengkapan Waktu Output 

14. Menerima, memeriksa  
rancangan pedoman 
standardisasi Pakaian Dinas 
PNS Kemendagri hasil rapat 
final untuk diteruskan ke Biro 
Hukum untuk paraf Koordinas. 
 
 

     - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

30 menit - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

 

 

15. Menerima rancangan 
pedoman standardisasi 
Pakaian Dinas PNS yang telah 
diparaf karo Hukum dan 
melapor kepada Sekjen untuk 
diteruskan ke Menteri untuk 
tandatangan 
 
 

     - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

20 menit - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

 

 

16. Menerima dan memeriksa  
rancangan pedoman 
standardisasi Pakaian Dinas 
PNS yang telah diparaf Karo 
Hukum selanjutnya diteruskan 
ke Menteri untuk tandatangan 
 
 
 

     - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

20 menit - Konsep 
Rancangan 
Final 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

3 

E 

E 

selesai 



 

 
 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

SEKRETARIAT JENDERAL 
 
 

 
 
 
 

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

 
 
 
 
 

PENYUSUNAN KONSEP PEDOMAN STANDARDISASI  
SARANA DAN PRASARANA KERJA 

 
 
 
 



 

1.3.9 Nomor SOP  

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
SEKRETARIAT JENDERAL 

BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA 
 

4 Oktober 2016 Tgl Pembuatan  

1 Agustus 2018 Tgl Revisi  

 Tgl Pengesahan  

Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Disahkan Oleh 

Penyusunan Konsep Pedoman Standardisasi Sarana dan 
Prasarana Kerja 

Nama SOP 

 

Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum 

Minimal S1  
 
 
 
 
 
 

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan. 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, 
Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata 
Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah 
Daerah. 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 tentang 
Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Kedua atas Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri 

 

Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan 

1. Komputer 

2. Printer 

3. ATK 
 

1. SOP Administrasi Surat Masuk 

2. SOP Administrasi Surat Keluar 

3. SOP Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan. 

4. SOP Informasi Peraturan Perundang-undangan. 

5. SOP Pengundangan Permendagri 

6. SOP Autentifikasi  Permendagri 
 

Pencatatan dan Pendataan Peringatan 

1.  Dalam proses finalisasi konsep harus dilakukan paraf koordinasi tingkat eselon II dan I. 

 

1.  Harus dikonsultasikan dengan Biro Hukum. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uraian Prosedur 
Pelaksana Mutu Baku 

Ket 
Sekjen Karo  Kabag Kasubbag 

 

JFU  Kelengkapan Waktu Output 

1. Memberi arahan kepada 
kabag untuk menyusun 
konsep pedoman  
standardisasi Sarana dan 
Prasarana Kerja. 

 

     Lembar 
disposisi 

15menit Lembar 
disposisi 

 

2. Menerima dan memberi 
arahan kepada kasubbag  
 
 
 

     Lembar 
disposisi 

10 menit Lembar 
disposisi 

 

3. Menerima arahan dan 
bersama JFU  menyiapkan 
konsep pedoman 
standardisasi Sarana dan 
Prasarana Kerja dan 
melaporkan kepada Kabag 
  
 

      - lembar 
disposisi 

- peraturan 
perundang-
undangan 

- KBBI 

3 bulan - Konsep 

- Nota dinas 

- Nota 
pengajuan 
konsep 

 

4. Menerima, memeriksa, 
memaraf Mempelajari dan 
melaporkan konsep kepada 
Karo  

     - Konsep 

- Nota dinas 

Nota 
pengajuan 
konsep  

1 minggu - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

- Nota 
pengajuan 
konsep 

 

5. Menerima, memeriksa, 
memaraf dan Memberi 
arahan kepada Kabag untuk 
menyiapkan rapat 
pertemuan guna membahas 
konsep bersama komponen 

  

 

 

     - Konsep 

- Nota dinas 

1 hari - Konsep 

- Nota dinas 

 

mulai 

1 



Uraian Prosedur 
Pelaksana Mutu Baku 

Ket 
Sekjen Karo  Kabag Kasubbag 

 

JFU  Kelengkapan Waktu Output 

6. Menerima dan 
melaksanakan arahan serta 
memberi arahan kepada 
kasubbag dan JFU untuk 
mempersiapkan 
pelaksanaan rapat. 
 
 
 

      - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

1 hari - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

 

 

7. Membahas konsep pedoman 
standardisasi Sarana dan 
Prasarana Kerja bersama 
komponen dan Biro/Pusat. 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

- Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

1 hari - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

 

 

8. Menyempurnakan hasil 
pembahasan konsep 
pedoman standardisasi 
Sarana dan Prasarana Kerja 
bersama kasubbag dan staf 
dan melaporkannya kepada 
Karo 
 
 

     - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

1 hari - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

 

 

9. Menerima konsep pedoman 
standardisasi Sarana dan 
Prasarana Kerja dan 
memerintahkan kabag untuk 
dilakukan rapat finalisasi. 
 
 
 
 

     - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

15 menit - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

 

 

B 

B 

2 

A 

A 

1 



 

Uraian Prosedur 

Pelaksana Mutu Baku 

Ket 
Sekjen Karo Kabag Kasubbag 

 
JFU 

Kelengkapan Waktu Output 

10. Menerima,  melaksanakan 
perintah dan memberi arahan 
kepada kasubbag dan JFU 
untuk mempersiapkan 
pelaksanaan rapat Finalisasi . 
 

 

 

  

 

 

 - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

10 menit - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

 
 

11. Membahas Rancangan Final 
pedoman standardisasi 
Sarana dan Prasarana Kerja 
bersama komponen dan 
Biro/Pusat. 
 
 
 
 

 

 

  

 - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

1 hari - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

  

12. Menyempurnakan hasil 
pembahasan final konsep 
pedoman standardisasi 
Sarana dan Prasarana Kerja 
bersama kasubbag dan staf 
dan melaporkannya kepada 
Karo 
 

 

  

 

 - Konsep 

- Nota dinas 

1 hari - Konsep Final 

- Nota dinas 

 

 

13. Menerima rancangan Final 
pedoman standardisasi 
Sarana dan Prasarana Kerja 
dan mengajukan net konsep 
ke sekjen untuk paraf 
koordinasi ke Biro Hukum. 
 
  
 
 

     - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

20 menit - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

 

 

2 

C 

D 

C 

3 

D 



 

Uraian Prosedur 
Pelaksana Mutu Baku 

Ket 
Sekjen Karo  Kabag Kasubbag 

 
JFU 

Kelengkapan Waktu Output 

14. Menerima, memeriksa  
rancangan pedoman 
standardisasi Sarana dan 
Prasarana Kerja hasil rapat 
final untuk diteruskan ke Biro 
Hukum untuk paraf Koordinas. 
 
 

      - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

30 menit - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

 

 

15. Menerima rancangan 
pedoman standardisasi 
Sarana dan Prasarana Kerja 
yang telah diparaf karo Hukum 
dan melapor kepada Sekjen 
untuk diteruskan ke Menteri 
untuk tandatangan 
 
 

     - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

20 menit - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

 

 

16. Menerima dan memeriksa  
rancangan pedoman 
standardisasi Sarana dan 
Prasarana Kerja yang telah 
diparaf Karo Hukum 
selanjutnya diteruskan ke 
Menteri untuk tandatangan 
 

      - Lembar 
disposisi 

- Konsep 

- Nota dinas 

20 menit - Konsep 
Rancangan 
Final 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

E 

E 

selesai 



 

 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

SEKRETARIAT JENDERAL 
 
 

 
 
 
 

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

 
 
 
 

 

 

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

 
 

 

 

 



1.3.10 Nomor SOP  

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
SEKRETARIAT JENDERAL 

BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA 
 

4 Oktober 2016 Tgl Pembuatan  

1 Agustus 2018       Tgl Revisi  

 Tgl Pengesahan  

Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Disahkan Oleh 

Identifikasi Kebutuhan Standar Operasional Prosedur Nama SOP 
 

Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum 

Minimal S1  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 tentang 
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian 
Dalam Negeri. 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. 

 

 

 

 

Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan 

1. Komputer 

2. Printer 

3. ATK 
 

1. SOP Administrasi Surat Masuk 

2. SOP Administrasi Surat Keluar 

3. SOP Analisis Kebutuhan SOP 

4. SOP Penyusunan SOP 

5. SOP Evaluasi SOP 

 

 

 

 

Pencatatan dan Pendataan Peringatan 

 Waktu Penerimaan dan pembuatan instrument identifikasi kebutuhan SOP berdasarkan data yang 
masuk  dari seluruh komponen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uraian Prosedur 

Pelaksana Mutu Baku 

Ket 
Karo  Kabag Kasubbag 

 
JFU  

Kelengkapan Waktu Output 

1. Memberi arahan kepada kabag 

untuk melakukan identifikasi 

kebutuhan SOP 

    - Lembar 
disposisi 

10 menit - Disposisi  

2. Menerima arahan dan memberi 
petunjuk kepada kasubbag dan JFU 
 
 
 

    - Lembar 
disposisi 

15 menit - Disposisi  

3. Menerima, membuat konsep 

kebutuhan  SOP bersama JFU dan 

melaporkan kepada Kabag 

 

 

    - Lembar 
disposisi 

2  minggu - Disposisi 

- Konsep 
instrumen 
SOP 

 

4. Membahas konsep identifikasi 

kebutuhan SOP  dan melaporkan 

kepada Karo 

 

    - Konsep 
instrumen 
SOP 

1 jam - Konsep 
instrumen 
SOP 

 

5. Menerima, memeriksa, menelaah, 

menyetujui dan memberi arahan 

kepada Kabag untuk tindak lanjut 

 

    - Lembar 
disposisi 

- Konsep 
Instrumen 
SOP 

15 menit - Disposisi 

- Instrumen 
SOP 

 

6. Menerima, memberi petunjuk 
kepada Kasubbag dan JFU 
 
 
 
 
 
 

    - Lembar 
disposisi 

- Instrumen 
SOP 

10 menit - Disposisi  

 

mulai 

1 



 

 

Uraian Prosedur 

Pelaksana Mutu Baku 

Ket 
Karo  Kabag Kasubbag 

 
JFU  

Kelengkapan Waktu Output 

7. Menerima,  mengumpulkan 

menginventarisir dan bersama JFU 

membuat draft hasil identifikasi 

kebutuhan SOP serta melaporkan 

kepada Kabag 

    - Lembar 
disposisi 

- Instrumen 
SOP 

2 minggu - Disposisi 

- Draft hasil 
identifikasi 
kebutuhan 
SOP 

 

8. Menerima, memeriksa, menelaah 

draft hasil identifikasi kebutuhan 

SOP dan melaporkan kepada Karo 

 

    - Draft hasil 
identifikasi 
kebutuhan 
SOP 

20 menit - Draft hasil 
identifikasi 
kebutuhan 
SOP 

 

9. Menerima, memeriksa dan 

menyetujui untuk tindaklanjut 

 

 

    - Draft hasil 
identifikasi 
kebutuhan 
SOP 

5 menit - hasil 
identifikasi 
kebutuhan 
SOP 

 

 

 

selesai 

1 



 

 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

SEKRETARIAT JENDERAL 
 
 
 
 
 
 
 

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

 
 
 
 

 

ANALISIS KEBUTUHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
 

 
 



 

 

1.3.11 Nomor SOP  

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
SEKRETARIAT JENDERAL 

BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA 
 

4 Oktober 2016 Tgl Pembuatan  

2 Agustus 2018       Tgl Revisi  

 Tgl Pengesahan  

Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Disahkan Oleh 

Analisis Kebutuhan Standar Operasional Prosedur Nama SOP 
 

Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum 

Minimal S1  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 tentang 
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian 
Dalam Negeri. 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri 

 

 

 

Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan 

1. Komputer 

2. Printer 

3. ATK 
 

1. SOP Administrasi Surat Masuk. 

2. SOP Administrasi Surat Keluar 

3. SOP Identifikasi Kebutuhan SOP 

4. SOP Penyusunan SOP 

 

 

 

 

 

Pencatatan dan Pendataan Peringatan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uraian Prosedur 
Pelaksana Mutu Baku 

Ket 
Karo  Kabag Kasubbag 

 
JFU  

Kelengkapan Waktu Output 

1. Memberi arahan kepada kabag 

untuk melakukan analisis 

kebutuhan SOP 

    - Lembar 
disposisi 

10 menit - Disposisi  

2. Menerima arahan dan memberi 

petunjuk kepada kasubbag dan JFU 

 

    - Lembar 
disposisi 

15 menit - Disposisi  

3. Menerima arahan dan bersama JFU 

menganalisis kebutuhan SOP 

selanjutnya melaporkan kepada 

Kabag 

    - Lembar 
disposisi 

20 menit - Disposisi 

- Konsep 
instrumen 
SOP 

 

4. Menerima, memeriksa konsep 

analisis kebutuhan SOP dan 

melaporkan kepada Karo 

    - Konsep 
instrumen 
SOP 

1 jam - Konsep 
instrumen 
SOP 

 

5. Menerima, memeriksa, menelaah, 

menyetujui dan memberi arahan 

kepada Kabag untuk tindak lanjut 

    - Lembar 
disposisi 

- Konsep 
Instrumen 
SOP 

10 menit - Disposisi 

- Instrumen 
SOP 

 

6. Menerima arahan dan memberikan 

petunjuk kepada kasubbag 

 

    - Lembar 
Disposisi 

- Instrumen 
SOP 

5 menit - Disposisi 

- Instrumen 
SOP 

 

7. Menerima, dan bersama JFU 

membahas dan membuat draft hasil 

analisis kebutuhan SOP (nama dan 

nomor kode SOP) berdasarkan 

usulan dari seluruh komponen 

selanjutnya melaporkan kepada 

Kabag 

 

    - Lembar 
disposisi 

- Instrumen 
SOP 

2 minggu - Disposisi 

- Draft hasil 
analisis 
kebutuhan 
SOP 

 

mulai 

1 



 

 

 

Uraian Prosedur 

Pelaksana Mutu Baku 

Ket 
Karo  Kabag Kasubbag 

 
JFU  

Kelengkapan Waktu Output 

8. Menerima, memeriksa, menelaah 

draft hasil analisis kebutuhan SOP 

dan melaporkan kepada Karo 

 

 

    - Draft hasil 
identifikasi 
kebutuhan 
SOP 

1 jam - Draft hasil 
identifikasi 
kebutuhan 
SOP 

 

9. Menerima, memeriksa, dan 
menyetujui analisis kebutuhan SOP 
 
 

 

 

    - Draft hasil 
identifikasi 
kebutuhan 
SOP 

10 menit - Hasil 
identifikasi 
kebutuhan 
SOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

selesai 

1 



 

 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

SEKRETARIAT JENDERAL 
 

 

 
 
 
 
 

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

 
 
 
 

 

 

PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
 

 
 



 

 

1.3.12 Nomor SOP  

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
SEKRETARIAT JENDERAL 

BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA 
 

4 Oktober 2016 Tgl Pembuatan  

2 Agustus 2018       Tgl Revisi  

 Tgl Pengesahan  

Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Disahkan Oleh 

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Nama SOP 
 

Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum 

Minimal D3 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Standar 
Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. 

 

 

 

 

 

Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan 

1. Komputer 

2. Printer 

3. ATK 
 

1. SOP Administrasi  Surat Masuk. 

2. SOP Administrasi Surat Keluar 

3. SOP Identifikasi Kebutuhan SOP 

4. SOP Analisis Kebutuhan SOP 

5. SOP Evaluasi SOP 

 

 

 

 

Pencatatan dan Pendataan Peringatan 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uraian Prosedur 

Pelaksana Mutu Baku 

Ket 
Karo  Kabag Kasubbag 

 
JFU  

Kelengkapan Waktu Output 

1. Memberi arahan kepada kabag 

untuk melakukan penyusunan SOP 

dalam bentuk diagram alur 

    - Lembar 
disposisi 

10 menit - Disposisi  

2. Menerima arahan dan memberi 

petunjuk kepada kasubbag dan JFU 

    - Lembar 
disposisi 

30 menit - Disposisi  

3. Menerima arahan, dan  bersama 

JFU  membuat konsep  SOP dalam 

bentuk diagram alur dan 

melaporkan kepada Kabag, 

    - Lembar 
disposisi 

30 menit - Disposisi 

- Konsep 
SOP 

 

4. Menerima, memeriksa konsep SOP 

dalam bentuk diagram alur dan 

melaporkan kepada Karo 

    - Konsep  

SOP 

1 jam - Konsep 
SOP 

 

5. Menerima, memeriksa, menelaah 
dan  menyetujui SOP dalam bentuk 
diagram alur 
 
 

 

    - Konsep  

SOP 

5 menit - SOP  

 

 

 

 

  

mulai 

selesai 



 

 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

SEKRETARIAT JENDERAL 
 
 

 
 
 
 
 

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

 
 
 
 

 

 

EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
 

 
 



 

 

1.3.13 Nomor SOP  

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
SEKRETARIAT JENDERAL 

BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA 
 

4 Oktober 2016 Tgl Pembuatan  

2 Agustus 2018      Tgl Revisi  

 Tgl Pengesahan  

Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Disahkan Oleh 

Evaluasi Standar Operasional Prosedur Nama SOP 
 

Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum 

Minimal S1  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 tentang 

Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian  
Dalam Negeri. 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. 

 

 

Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan 

1. Komputer 

2. Printer 

3. ATK 
 

1. SOP Administrasi Surat Masuk 

2. SOP Administrasi Surat Keluar 

3. SOP Penyusunan SOP 

4. SOP Identifikasi Kebutuhan SOP 

5. SOP Analisis Kebutuhan SOP 

 

 

 

 

 

Pencatatan dan Pendataan Peringatan 

 Pengumpulan, inventarisir dan evaluasi SOP berdasarkan SOP yang masuk dari komponen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uraian Prosedur 

Pelaksana Mutu Baku 

Ket 
Karo  Kabag Kasubbag 

 
JFU  

Kelengkapan Waktu Output 

1. Memberi arahan kepada kabag 

untuk melakukan evaluasi SOP 

 

    - Lembar 
disposisi 

15 menit - Disposisi  

2. Menerima arahan dan memberi 

petunjuk kepada kasubbag dan JFU 

 

    - Lembar 
disposisi 

20 menit - Disposisi  

3. Menerima, membuat konsep  

instrumen evaluasi SOP bersama 

JFU dan melaporkan kepada Kabag 

    - Lembar 
disposisi 

1 jam - Disposisi 

- Konsep 
instrumen 
SOP 

 

4. Membahas konsep Evaluasi  SOP 

dan melaporkan kepada Karo 

 

    - Konsep 
instrumen  

SOP 

2 jam - Konsep 
instrumen 
SOP 

 

5. Menerima, memeriksa, menelaah, 

menyetujui dan memberi arahan 

kepada Kabag untuk tindak lanjut 

    - Lembar 
disposisi 

- Konsep 
instrumen 
SOP  

10 menit - Disposisi 

- Instrumen 
SOP 

 

6. Menerima, memberi petunjuk 

kepada Kasubbag dan JFU 

 

    - Lembar 
disposisi 

- Instrumen 
SOP 

10 menit - Disposisi  

7. Menerima, mengumpulkan, 

menginventarisir SOP dan membuat 

draft instrument  evaluasi SOP 

bersama  JFU serta melaporkan 

kepada Kabag 

    - Instrumen 
SOP 

1 minggu - Draft hasil 
evaluasi 
SOP 

 

 

mulai 

1 



 

 

Uraian Prosedur 

Pelaksana Mutu Baku 

Ket 
Karo  Kabag Kasubbag 

 
JFU  

Kelengkapan Waktu Output 

8. Menerima, memeriksa, menelaah 

draft hasil evaluasi SOP dan 

melaporkan kepada Karo 

 

 

    - Draft hasil 
evaluasi SOP 

10 menit - Draft hasil 
evaluasi 
SOP 

 

9. Menerima, memeriksa dan 
menyetujui dan memberikan arahan 
kepada Kabag untuk tindaklanjut 
 
 
 

 

 

 

 

    - Lembar 
disposisi 

- Draft hasil 
evaluasi SOP 

5 menit - Disposisi  

- Hasil 
evaluasi 
SOP 

 

 

 

1 

selesai 



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SEKRETARIAT JENDERAL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

ADMINISTRASI LAYANAN TAMU/PENGGUNA LAYANAN DI KEMENDAGRI

PROSEDUR TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN/



:
:

:

:

:

:

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. 1

2. 2

3 3

4 4

5

6 Mesin Fotocopy

7 Scanner

8

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. 1.

2. 2.

3.

4.

5.

BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SEKRETARIAT JENDERAL 

Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana

Yang dimaksud dengan persyaratan kelengkapan SPPD adalah:

Disahkan oleh

Tanggal Efektif

Tanggal Revisi

Surat Perintah Tugas (SPT) yang telah ditandatangani pejabat berwenang

Administrasi Layanan Tamu/Pengguna Layanan di KemendagriJudul SOP

Minimal SLTA Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Permendagri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Permendagri

Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri;

Email/Internet

Pos

Komputer/Printer

ATK

Faximile/Telepon

Card Reader KTP elektronik

menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012 tentang Perjalanan

Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai

Tidak Tetap;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-3755 Tahun 2014 tentang

Pembentukan Unit Layanan Administrasi Kemendagri;

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/5056/SJ Tanggal 29

September 2014 tentang ULA Kemendagri

SOP  Administrasi Surat Masuk

SOP  Administrasi Surat Keluar

Bagi tamu/pengguna layanan yang tidak lengkap persyaratan kelengkapan

SPPD, yang telah diterima terdapat 2 (dua) cara penyelesaian: 

kelengkapan SPPD dapat disampaikan kembali ke Kemendagri untuk

ditandatangani 

SOP Layanan Administrasi 19 (sembilan belas) layanan di Kantor Pusat

Kemendagri

SOP  Layanan Administrasi

Tamu yang tidak menggunakan KTP el, maka dicatat pada buku tamu sedangkan tamu yang lebih dari 1 orang

direkam KTP el nya sebagai perwakilan rombongan

Tanggal Pembuatan

Nomor SOP 1.3.14

4 Oktober 2016

2 Agustus 2018

Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah ditandatangani pejabat berwenang

Nama, tujuan dan tanggal keberangkatan harus jelas

Mengisi daftar hadir khusus untuk visum SPPD yang harus ditandatangani oleh tamu/pengguna layanan

sesuai SPT



Ket.

1

  

Daftar Hadir

1 menit No Antrian

2 a Menerima tamu, menanyakan maksud dan tujuan

b Menerima KTP elektronik  tamu/pengguna layanan untuk 

direkam kedalam data card reader. 

c Memberikan kartu tamu (visitor card) 

d Menginformasikan ruang ULA bagi yang mengurus 19

layanan dan berkoordinasi dengan Pejabat yang akan

dimintai konsultasi serta mengarahkan ke gedung F

lantai 3 dan Gedung H Lantai 1 bagi  konsultasi

d mengarahkan tamu/pengguna layanan ke petugas/JFU 

penerima SPD 

3 SPT dan Dokumen 

SPD

5 menit SPT dan Dokumen 

SPD

4 SPT dan Dokumen 

SPD 

5 menit SPD rampung

5 Dokumen SPD 3 menit SPD yang telah 

ditandatangani

6 Dokumen SPD yang 

telah ditanda-tangani

2 menit SPD rampung

7 Kartu tamu, kartu 

identitas 

tamu/pengguna 

layanan

2 menit Tamu/pengguna 

layanan yang 

terlayani

Kartu tamu, Data 

Tamu dan Tujuan 

Tamu

5 menitKartu Identitas, Kartu 

tamu, card reader 

KTP elektronik

Kelengkapan

Pelaksana Mutu Baku

Kasubbag Fasilitasi 

Layanan Konsultasi
JFU Penerima SPPD

JFU/Resepsionis 

Pengarah Tamu
Waktu Output

Penerima tamu 

(Registrasi)

Uraian Prosedur

Menerima, menandatangani SPD dan diserahkan ke JFU

Penerima SPD

Menerima SPD yang telah ditandatangani, mengecap/

stempel SPD dan melampirkan nama pejabat

penandatangan SPD  

Menerima tamu/pengguna layanan dan menyerahkan SPD

rampung bagi yang telah selesai berkonsultasi maupun

keperluan kedinasan lainnya selanjutnya diarahkan ke

JFU/Resepsionis Pengarah Tamu untuk menukarkan kartu

tamu dengan kartu identitas tamu/pengguna layanan 

Menerima kartu tamu (visitor card) dan menyerahkan kartu

KTP elektronik tamu/pengguna layanan 

Menerima tamu, memberikan Nomor Antrian,   mengisi 

Daftar Hadir dan mengarahkan tamu untuk menunggu 

sesuai nomor antrian.

Menerima, memverifikasi kesesuaian nama. tanggal, tujuan

dan keabsahan SPPD dan Dokumen pendukung,

selanjutnya melaporkan kepada Kasubbag Fasilitasi

Layanan Konsultasi.

Mulai

A

Selesai

A



Ket.
Kelengkapan

Pelaksana Mutu Baku

Kasubbag Fasilitasi 

Layanan Konsultasi
JFU Penerima SPPD

JFU/Resepsionis 

Pengarah Tamu
Waktu Output

Penerima tamu 

(Registrasi)

Uraian Prosedur



Ket.
Kelengkapan

Pelaksana Mutu Baku

Kasubbag Fasilitasi 

Layanan Konsultasi
JFU Penerima SPPD

JFU/Resepsionis 

Pengarah Tamu
Waktu Output

Penerima tamu 

(Registrasi)

Uraian Prosedur



Ket.
Kelengkapan

Pelaksana Mutu Baku

Kasubbag Fasilitasi 

Layanan Konsultasi
JFU Penerima SPPD

JFU/Resepsionis 

Pengarah Tamu
Waktu Output

Penerima tamu 

(Registrasi)

Uraian Prosedur



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SEKRETARIAT JENDERAL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SOP LAYANAN ADMINISTRASI

PROSEDUR TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN/



Nomor SOP : 1.3.15
Tanggal Pembuatan : 4 Oktober 2016

Tanggal Revisi : 2 Agustus 2018

Tanggal Efektif :
Disahkan oleh :

Judul SOP :

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Minimal SLTA

2. 

3. 

4. 

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. 1. 

2 2. 

3 3. 

4 4. 

5. Mesin Fotocopy

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1.

2.

SOP  Administrasi Surat Keluar

Berkas yang dapat diproses adalah:

SOP Layanan Administrasi 19 (sembilan belas layanan) di Kantor

Pusat Kemendagri

SOP Administrasi Layanan Tamu/Pengguna Layanan di

Kemendagri

ATK

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-3755 Tahun 2014

tentang Pembentukan Unit Layanan Administrasi Kemendagri;

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/5056/SJ Tanggal

29 September 2014 tentang Unit Layanan Administrasi

Kemendagri

SOP  Administrasi Surat Masuk

Syarat kelengkapan berkas pada 19 (sembilan belas) jenis layanan administrasi dapat diakses melalui 

website Kemendagri atau brosur layanan administrasi yang ada di Unit Layanan Administrasi Kemendagri

Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana

Proses penyelesaian layanan administrasi oleh Unit Kerja Pengolah sesuai SOP masing-masing layanan 

administrasi (19 jenis layanan administrasi)

apabila berkas dinyatakan lengkap maka dilakukan penginputan data

kedalam aplikasi ULA dan mencetak tanda terima rangkap 3 terdiri dari

pengguna layanan, Unit Layanan Administrasi, dan Unit Pengolah. Bila

syarat kelengkapan tidak memenuhi persyaratan berkas dikembalikan

kepada pengguna layanan

Faximile/Telepon

Email/Internet

Komputer/Printer

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SEKRETARIAT JENDERAL

BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Permendagri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua

Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kemendagri;

SOP Layanan Administrasi



Keterangan

1 a. Menerima tamu, menanyakan maksud dan tujuan 

 b. mengagendakan berkas masuk

c. mengarahkan tamu kepada Petugas layanan

2 a. Menerima, memverifikasi dokumen/berkas layanan administrasi

jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon

melalui JFU/resepsionis pengarah tamu, jika berkas lengkap

akan diproses dan diberikan tanda terima. 

b. Menginput identitas Tamu/pengguna layanan serta persyaratan

layanan administrasi kedalam aplikasi ULA Kemendagri

c. Menyampaikan berkas yang sudah diinput kepada JFU Pengolah

Data Pelayanan Administrasi 

3 a. Menerima, menginput dokumen/berkas layanan administrasi

yang telah dimasukkan kedalam aplikasi ULA dan membuat

tanda terima penyerahan dokumen/berkas layanan administrasi

ke unit kerja pengolah

b. Dokumen/berkas layanan administrasi yang telah dimasukkan

kedalam aplikasi ULA dan tanda terima penyerahan

dokumen/berkas dilaporkan kepada Kasubbag Fasilitasi

Layanan Administrasi untuk disetujui. 

4 a. Memverifikasi dokumen/berkas layanan administrasi yang telah

dimasukkan petugas layanan kedalam aplikasi ULA Kemendagri

b. Menandatangani tanda terima penyerahan dokumen/berkas

layanan administrasi yang akan diserahkan kepada unit kerja

pengolah

5 Dokumen/berkas layanan, 

tanda terima penyerahan 

dokumen/berkas  yang telah 

ditandatangani Kasubbag 

Fasilitasi Layanan 

Administrasi

10 Menit Tanda terima penyerahan 

dokumen

6 a Menerima dokumen/berkas yang sudah selesai, untuk selanjtnya

diserahkan kepada pengguna layanan 

b Menginformasikan dokumen/berkas yang telah selesai kepada

pengguna layanan

c Apabila tidak diambil dalam batas waktu yang ditentukan, Bagian

Layanan Administrasi dan Konsultasi mengirimkan melalui

Badan/Kantor Perwakilan Daerah di Jakarta.

d Menyiapkan tanda terima pengambilan dokumen/berkas layanan

administrasi

e Mengagendakan dokumen/berkas layanan administrasi yang

sudah selesai dalam laporan harian  

5 menitDokumen/berkas layanan 

administrasi, tanda terima 

penyerahan 

dokumen/berkas layanan 

administrasi kepada unit 

kerja pengolah

Surat pengantar permohonan 

layanan administrasi yang telah 

diagendakan

tanda terima dokumen/berkas 

layanan administrasi kepada 

pengguna layanan

Kasubbag Fasilitasi 

Layanan Adm

Mutu Baku

Resepsionis

Dokumen/berkas layanan 

administrasi

Output

20 menit

Waktu

Pelaksana

Kelengkapan

Dokumen/ berkas layanan 

administrasi

2 menit

Menerima dokumen/berkas layanan administrasi yang telah disetujui

Kasubbag Fasilitasi Layanan Administrasi selanjutnya menyampaikan

dokumen tersebut  kepada unit kerja pengolah

Petugas Layanan

JFU Pengolah Data 

Pelayanan 

Administrasi

Uraian Prosedur

Dokumen/berkas layanan 

administrasi, tanda terima 

penyerahan 

dokumen/berkas layanan 

administrasi

tanda terima penyerahan 

dokumen/berkas layanan 

administrasi kepada unit kerja 

pengolah

30 menit

Dokumen layanan 

administrasi yang sudah 

selesai, tanda terima 

pengambilan 

dokumen/berkas layanan 

administrasi yang 

diserahkan kepada 

pengguna layanan

3 menit tanda terima pengambilan 

dokumen/berkas layanan 

administrasi yang telah 

ditandatangani pengguna layanan 

untuk diarsipkan

Dokumen/berkas layanan, dan 

tanda terima penyerahan 

dokumen/berkas  yang telah 

ditandatangani Kasubbag Fasilitasi 

Layanan Administrasi

Mulai

Selesai

T

Y

A

A



Keterangan
Kasubbag Fasilitasi 

Layanan Adm

Mutu Baku

Resepsionis OutputWaktu

Pelaksana

KelengkapanPetugas Layanan

JFU Pengolah Data 

Pelayanan 

Administrasi

Uraian Prosedur



Keterangan
Kasubbag Fasilitasi 

Layanan Adm

Mutu Baku

Resepsionis OutputWaktu

Pelaksana

KelengkapanPetugas Layanan

JFU Pengolah Data 

Pelayanan 

Administrasi

Uraian Prosedur



 

 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

SEKRETARIAT JENDERAL 
 
 

 
 
 
 
 

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

 
 
 
 

 

 

PENYUSUNAN LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

 



 

1.3.16 Nomor SOP  

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

SEKRETARIAT JENDERAL 

BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA 
 

18 September  2018 Tgl Pembuatan  

      Tgl Revisi  

 Tgl Pengesahan  

Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Disahkan Oleh 

Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi 
Kementerian Dalam Negeri. 

Nama SOP 

 

Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum 

Minimal S1  1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 
Design Reformasi Birokrasi 2010-2015. 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 tentang 

Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian  
Dalam Negeri. 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang 
RPerubahan Kedua Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. 

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri 061.5295 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kepmendagri Nomor 061.5923 Tahun 2015 tentang 
Roadmap Reformasi Birokrasi Kemendagri 2015-2019. 

 

 

Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan 

1. Komputer 

2. Printer 

3. ATK 

4. Internet 

5. Flasdisk 
 

1. SOP Administrasi Surat Masuk. 

2. SOP Administrasi Surat Keluar 

 

 

 

 

 

Pencatatan dan Pendataan Peringatan 

Kuesioner Reformasi Birokrasi dari Komponen, Balai dan Diklat Regional.  

 

 

 

 

 

 

 



Uraian Prosedur 
Pelaksana Mutu Baku 

Ket 
Karo  Kabag Kasubbag 

 
JFU  

Kelengkapan Waktu Output 

1. Memberi arahan kepada Kasubag 

untuk melakukan Monev RB 

Kemendagri 

 

    Dokumen  10 menit Arahan/ 
Disposisi 

 

2. Menerima arahan dan bersama JFU 

membuat Konsep Surat Tugas, 

selanjutnya melapor kepada Kabag 

    Arahan/ 
Disposisi 

30 menit - Konsep 
Surat Tugas 

- Kuesioner 

 

3. Menerima, memeriksa dan melapor 

kepada Kepala Biro 

    - Konsep Surat 
Tugas 

- Kuesioner 

30 menit - Paraf konsep 
Surat Tugas 

- Kuesioner 

 

4. Menerima, memeriksa dan 

menyetujui serta memberi arahan 

kepada Kabag untuk tindak lanjut. 

    - Paraf konsep 
Surat Tugas 

- Kuesioner 

30 menit - Surat Tugas 

- Kuesioner 

 

5. Menerima, menindaklanjuti arahan 

karo memberi petunjuk kepada 

Kasubbag dan JFU terkait 

pelaksanaan Monev ke seluruh 

Komponen/Balai dan Diklat Regional 

(UPT) 

    - Surat Tugas 

- Kuesioner 

10 menit - Arahan  

6. Menerima arahan Kabag dan 

selanjutnya melakukan Perjalanan 

Dinas utnuk melakukan survey ke 

UPT dan komponen Kemendagri 

    
 
 
 
 

- Arahan 

- Surat Tugas 

- Kuesioner 

10 menit - Hasil 
Monev, 
Survey 

 

7. Mengolah data hasil survey 

(kuesioner) dan melapor kepada 

Kabag. 

 

    - Data hasil 
survey 

3 jam - Draft hasil 
survey 

 

mulai 

1 

A 

A 



Uraian Prosedur 
Pelaksana Mutu Baku 

Ket 
Karo  Kabag Kasubbag 

 
JFU  

Kelengkapan Waktu Output 

8. Menerima, memeriksa, menelaah 

draft hasil survey selanjutnya 

memberi arahan kasubbag dan JFU 

untuk menyusun laporan Monev RB. 

    - Draft hasil 
survey 

10 menit - Draft hasil  

- Arahan 

 

9. Menerima arahan kabag dan 

bersama JFU menyusun Laporan 

Monev RB, selanjutnya melapor 

kepada Kabag. 

   
 
 
 
  

 - Draft hasil  

- Arahan 

2 jam - Konsep 
laporan 
monev RB 

 

10. Menerima, memeriksa laporan 

Monev RB, dan melakukan 

pembahasan internal bersama 

Kasubbag dan JFU. 

    - Konsep 
laporan 
monev RB 

3 jam - Draft laporan 
Monev hasil 
pembahasan  

 

11. Memeriksa laporan monev RB hasil 

pembahasan internal dan melapor 

kepada Kepala Biro. 

 

    - Draft laporan 
Monev hasil 
pembahasan  

20 Menit - Draft laporan 
Monev hasil 
pembahasan  

 

12. Menerima, memeriksa dan 
menyetujui dan menandatangani 
laporan Monev RB Kemendagri 
 
 

 

    - Draft laporan 
Monev hasil 
pembahasan  

5 menit Laporan 
Monev RB 
Kemendagri 

 

 

 

 

1 

B 

B 

selesai 



 

 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

SEKRETARIAT JENDERAL 
 
 

 
 
 
 
 

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

 
 
 
 

 

 

PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

 



 

1.3.17 Nomor SOP  

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 
SEKRETARIAT JENDERAL 

BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA 
 

18 September  2018 Tgl Pembuatan  

      Tgl Revisi  

 Tgl Pengesahan  

Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Disahkan Oleh 

Penilaian Mandiri Pelaksanaan  Reformasi Birokrasi (PMPRB) 
Kementerian Dalam Negeri. 

Nama SOP 

 

Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum 

Minimal S1  1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 
Design Reformasi Birokrasi 2010-2015. 

2. Peraturan Menpan & RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 tentang 

Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian  
Dalam Negeri. 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang 
RPerubahan Kedua Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. 

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri 061.5295 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kepmendagri Nomor 061.5923 Tahun 2015 tentang 
Roadmap Reformasi Birokrasi Kemendagri 2015-2019. 

 

 

Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan 

1. Komputer 

2. Printer 

3. ATK 

4. Internet 

5. Flasdisk 
 

1. SOP Administrasi Surat Masuk. 

2. SOP Administrasi Surat Keluar 

3. SOP Penyusunan Laporan Monev RB Kemendagri. 

 

 

 

 

 

Pencatatan dan Pendataan Peringatan 

  

  

 

 

 



Uraian Prosedur 
Pelaksana Mutu Baku 

Ket 
Karo  Kabag Kasubbag 

 
JFU  

Kelengkapan Waktu Output 

1. Memberi arahan kepada Kasubag 

untuk melakukan kegiatan Fasilitasi 

PMPRB Kemendagri 

 

    Dokumen  10 menit Arahan/ 
Disposisi 

 

2. Menerima arahan dan bersama JFU 

membuat Konsep Matrik rencana 

aksi  dan Undangan Rapat PMPRB, 

selanjutnya melapor kepada Kabag 

    Arahan/ 
Disposisi 

60 menit - Konsep 
Matrik RB 

- Undangan 

 

 

 

3. Menerima, memeriksa konsep 

matrik rencana aksi, Undangan 

rapat  dan melapor kepada Kepala 

Biro 

    - Konsep Matrik 
RB 

- Undangan 

 

 

30 menit - Paraf konsep 
Matrik RB 

- Undangan 

 

4. Menerima, memeriksa dan 

menyetujui matrik rencana aksi dan 

menanda tangani undangan serta 

memberi arahan kepada Kabag 

untuk tindak lanjut. 

    - Paraf konsep 
Matrik RB 

- Undangan 

60 menit - Matrik RB 

- Undangan 

 

 

 

 

 

5. Menerima, menindaklanjuti arahan 

karo memberi petunjuk kepada 

Kasubbag dan JFU untuk proses 

selanjutnya 

    - Matrik RB 

- Undangan 

 

 

 

10 menit - Arahan / 
Disposisi 

 

 

 

 

6. Menerima arahan Kabag dan 

selanjutnya bersama JFU 

melakukan koordinasi dan 

mengirimkan matrik dan undangan 

ke komponen, pokja dan Itjen 

selanjutnya melapor kepada Kabag 

    
 
 
 
 

- Matrik RB 

- Undangan 

- Arahan/ 
disposisi 

 

 

 

10 menit - Tanda 
terima 
undangan 

 

mulai 

1 



Uraian Prosedur 
Pelaksana Mutu Baku 

Ket 
Karo  Kabag Kasubbag 

 
JFU  

Kelengkapan Waktu Output 

7. Melakukan koordinasi dengan Asesor 

Itjen terkait Matrik RB dalam rangka 

persiapan rapat PMPRB.  

 

 

 

   
 
 
  

 - Matrik RB 60 menit - Informasi 
persiapan 
rapat 

 

8. Melaksanakan Rapat Koordinasi 

Fasilitasi PMPRB dengan Komponen, 

Pokja dan Tim Asesor Itjen untuk 

pengisian matrik rencana aksi roadmap 

RB. 

 

   
 
 
 
  

 - Matrik 
rencana aksi 
RB 

3 jam - Hasil 
rumusan 
rapat  

 

9. Melakukan pengambilan data matrik RB 

yang telah diisi disertai bukti 

pendukung/eviden ke komponen dan 

pokja, selanjutnya melapor kepada 

Kabag 

    - Hasil rumusan 
rapat  

1 minggu - Matrik dan 
data eviden 
dari 
komponen 

 

10. Menerima, memeriksa selanjutnya 

memberi arahan kepada kasubbag 

untuk membuat laporan rekapitulasi 

pengumpulan data PMPRB 

Kemendagri. 

    - Matrik dan 
data eviden 
dari komponen 

30 Menit - Arahan / 
disposisi 

 

11. Melaksanakan arahan kabag membuat 

laporan rekapitulasi pengumpulan data 

PMPRB, selanjutnya melapor kepada 

Kabag. 

    - Arahan / 
disposisi 

2 jam  - Konsep 
Rekap data 
PMPRB 

 

12. Menerima, memeriksa konsep laporan 

rekapitulasi pengumpulan data PMPRB 

dan melapor kepada Kepala Biro. 

 

    - Konsep Rekap 
data PMPRB 

30 menit - Konsep 
Laporan 
Rekap data 
PMPRB 

 

A 

1 

A 

B 

B 

2 



Uraian Prosedur 
Pelaksana Mutu Baku 

Ket 
Karo  Kabag Kasubbag 

 
JFU  

Kelengkapan Waktu Output 

13. Menerima, memeriksa dan menyetujui 
dan menandatangani laporan 
Rekapitulasi pengumpulan data 
PMPRB Kemendagri 
 
 
 

    - Konsep 
Laporan Rekap 
data PMPRB 

30 menit Laporan  
PMPRB  
Kemendagri 

 

 

 

 

selesai 

2 
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